BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan analisi penelitian dari Bab V diatas, dapat disimpulkan
bahwa dalam pemberlakuan Standar Emisi Euro 4 di Kota Bandung yang menjadi permsalahan
dalam pemberlakuannya adalah pihak pengendara kendaraan bermotor. Untuk pihak pelaku
usaha kendaraan bermotor tidak terdapat permsalahan sebagai pihak yang melakukan produksi
dan pemasaran hasil produksi, pelaku usaha hanya perlu memproduksi kendaraan bermotor
yang memiliki mesin yang sesuai dengan ketentaun Standar Emisi yang berlaku. Untuk pihak
pelaku usaha terdapat kegunaan yang dimiliki oleh bengkel terutama dari bengkel yang telah
ditetapkan sebagai unit pelaksana emisi bengkel yang juga mendapatkan keuntungan dari
kedudukannya.

Untuk pihak pengendara kendaraan bermotor berpotensi menjadi masalah dari
pemberlakuan Standar Emisi Euro 4 bahkan sampai Euro 5 dikarenakan oleh pola pikir mereka
yang didasari oleh faktor keuangan atau faktor perekonomian. Selain itu, kurangnnya
kesadaran hukum untuk membaca pengaturan yang terkait juga menjadi permsalahan.
Sehingga pihak pengendara kendaraan bermotor dapat taat ataupun tidak taat di dasari oleh
adanya faktor keuangan atau faktor perekonomian terhadap pengaturan Standar Emisi yang
berlaku. Tidak hanya itu, faktor informasi yakni kurangnya sosialisasi kebijakan tentang
Standar Emisi Euro 4 yang membuat pengendara kendaraan bermotor kurang mengetahui
tentang Standar Emisi Euro 4 juga merupakan permasalahan yang ada atas pemberlakuan

Standar Emisi Euro 4.

5.2. Saran

Dengan diketahuinya permsalahan dari pola pikir pihak pengendara kendaraan
bermotor yang berdasarkan oleh faktor keuangan atau faktor perekonomian. Faktor keuangan
atau faktor perekonomian yang dimiliki oleh pengendara kendaraan bermotor tersebut dapat
digunakan untuk pemberlakuan Standar Emisi Euro dengan menambahkan pengaturan terkait
dengan Low Emission Zone atau disingkat LEZ di area Kota Bandung. Dengan adanya LEZ
akan membuat pengendara kendaraan bermotor untuk membayar biaya menggunakan
kendaraan bermotor di zona tertentu jika kendaraannya tidak sesuai dengan Standar Emisi Euro
yang berlaku seperti yang telah diberlakukan oleh negara lain. Dengan adanya biaya jika mesin
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kendaraan tidak sesuai maka pihak pengendara dapat menyesuaikan mesin mereka dengan
Standar Emisi Euro yang berlaku agar tidak membayar biaya LEZ dan akan membuat mereka
untuk sadar akan pengaturan yang terkait dengan LEZ serta Standar Emisi Euro. Selain itu,
akan lebih baik jika diberlakukan sosialisasi kebijakan tentang Standar Emisi Euro 4 di

berbagai media yang tersedia.
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